SALINAN

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasdepéitusan

Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengeloladonrniasi

Kependudukan serta guna meningkatkan ketertiban lddancaran
penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencasipén dalam

kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependuduk&mK), perlu

mengatur penyelenggaraan pendaftaran pendudukefaratatan sipil di
Kota Probolinggo ;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaidiawa&sud pada huruf
a Konsideran ini, maka perlu mengatur dan menetaplenyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dima#talasmn Peraturan

Daerah Kota Probolinggo.

Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang PembemtDiaerah
Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, JaWengah dan Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggahddstus 1950) ;
Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewaggaaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Norhd3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom647)1
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang N®fahun 1976
tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang NomoraB2nT1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 NMpmambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawibambaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Témbd embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;



Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimignadiembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Bdrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noma,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor )
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembmmtBkraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 mMNdBo
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemkeant®aerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan &emtNegara
Nomor 4422) sebagaimana telah diubah dengan Undiadigag Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemeri¢algganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahatang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahamaBadenjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesibui 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelandomor
4548) ;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PeringmaKguangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerafb@tean Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahambaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaggeaan

10.

11.

12.

13.

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Ind@n&3 Tahun
2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesmadl4634) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1982 tentangb&ean Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Probolinggo r(leeasan dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2%0)3
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentarngeKangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daer&mo
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Norgd,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No®i2)3
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang eRdagn
Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Nagéahun 2004
Nomor 119) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2@66tang
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk deatd®®an Sipil

Daerah ;



14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun32@#htang
Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Pnogpgd Tahun 2003
Nomor 1 Seri E) ;

15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun32Gfhtang
Kebebasan Memperoleh Informasi (Transparansi) (lazerb Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 2 Seri E) ;

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun52@fhtang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerala lRwbbolinggo
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nothor

17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun52@htang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurah@a Rrobolinggo
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Ndshor

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud denggahist

1.

Daerah adalah Kota Probolinggo ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probaingg
3.
4. Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KeluargarBaren adalah Badan Kependudukan,

Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo;

Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probgéngebagai Instansi pemerintah yang
menyelenggarakan administrasi kependudukan yangputiekegiatan pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kepeumkian di Kota Probolinggo ;

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai PeabBgerah ;

6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Pé&rigaerah di bawah Kecamatan ;



7. Registrar adalah putugas yang melaksanakan peratafpenduduk dan pencatatan sipil di
Kelurahan ;

8. Pejabat Pencatat Sipil adalah petugas InstansieRarggara Catatan Sipil yang melaksanakan
tugas pencatatan peristiwa penting yang dialami dpénk dan diberi wewenang
menandatangani register dan kutipan serta memhbtatbo pinggir dalam akta catatan sjpil

9. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Badan KepekaiudCatatan Sipil dan Keluarga
Berencana Kota Probolinggo ;

10.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Oraigy Ailang masuk secara sah serta
bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuaigda peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;

11.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangeadsia asli dan orang-orang bangsa lain
yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Waggaamdonesia ;

12.0rang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indones

13.0Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asingyyarggal dalam jangka waktu terbatas di
Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendgpaTinggal Terbatas dari instansi
yang berwenang ;

14.0rang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yamgatha dalam wilayah Republik
Indonesia dan telah mendapat ljin Tinggal Tetapldatansi yang berwenang;

15.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yangngieya disebut Penduduk Rentan
Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambati@mdaemperoleh dokumen penduduk
yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan ,seszél bertempat tinggal di daerah
terbelakang ;

16.Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodataigh@ndpencatatan atas laporan Peristiwa
Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Admiseéula penerbitan dokumen
penduduk berupa identitas, kartu atau surat kejarakependudukan ;

17.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang digtemduduk yang harus dilaporkan karena
membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubakartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukanydaiyang meliputi pindah datang,
perubahan alamat, tinggal sementara, serta penmtsthtus tinggal terbatas menjadi tinggal
tetap;

18.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisieglatata tentang jati diri, informasi dasar
serta riwayat perkembangan dan perubahan keadamndyalami oleh penduduk sejak saat
kelahiran;

19.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disinglatgan NIK adalah nomor identitas
penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal mefekat pada seseorang yang terdaftar

sebagai penduduk Indonesia ;



20.Nomor Kartu Keluarga adalah nomor identitas Kelaaygng bersifat unik, tunggal, permanen
dan berlaku secara nasional diberikan sekali kepasl@orang yang terdaftar sebagai penduduk
suatu Daerah ;

21.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan a&d&lah kartu identitas keluarga yang
memuat data tentang nama, susunan dan hubungan kiallaarga serta karakteristik anggota
keluarga;

22.Kepala Keluarga adalah :
a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain l&inpunyai hubungan darah maupun

tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu danldén dimana beberapa orang bertempat
tinggal bersama-sama ;

23.Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin ketadugersama dan bertempat tinggal dalam
suatu bangunan dengan Kepala Keluarga, karena adariyungan darah, perkawinan atau
ikatan lainnya ;

24.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkaigalenKTP adalah bukti diri sebagai
legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemehiiiaerah yang berlaku diseluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

25.Pindah datang Penduduk adalah Perubahan lokasiatetimggal untuk menetap karena
perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang;ba

26.Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiva pentmg dialami seseoarang pada register
catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola petadlah penduduk dan pencatatan sipil ;

27.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami skteorang meliputi : Kelahiran, lahir mati,
kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan pémnkanv pengangkatan, pengakuan dan
pengesahan anak, perubahan nama, perubahan keegag@am dan peristiwa penting lainnya ;

28.Akta Catatan Sipil adalah dokumen yang diterbitkaleh instansi pemerintah yang
menyelenggarakan pencatatan sipil ;

29.Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukumedeaing bapak terhadap anaknya yang
lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas pepsath ibu kandung anak tersebut ;

30.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk afiekgn hak anak dari lingkungan
kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orangydmg bertanggungjawab atas perawatan,
pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedatgkuligan keluarga orang tua angkatnya
berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan ;

31.Pengesahan anak adalah pengesahan status hukuamgseorak yang lahir diluar ikatan
perkawinan yang sah, menjadi anak yang sah sepasang istri ;



32.Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kepea#tan yang selanjutnya disingkat dengan
BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kagidarian di Kelurahan, Kecamatan
atau Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap gratagperistiwva penting dan peristiwa
Kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk ;

33.Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat danBIP adalah Buku yang digunakan
untuk mencatat keberadaan dan status yang dinoigh seseorang yang dibuat untuk setiap
keluarga dan diperbaharui setiap terjadi perisgpgating dan peristiwa kependudukan bagi
penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dangAsing tinggal tetap;

34.Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkagdarBMP adalah buku yang digunakan
untuk mencatat perubahan setiap peristiwva pentiag geristiwa kependudukan yang
menyangkut jumlah dan status anggota keluarga isdsagan nomor urut KK di Kelurahan
bagi Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Ofaingg tinggal tetap;

35.Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnyagkat dengan BIPS adalah buku yang
digunakan untuk mencatat keberadaan dan status diamfiki oleh seseorang yang dibuat
untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap dierjgeristiwva penting dan peristiwva
kependudukan bagi Warga Negara Indonesia tinggalestgra dan Orang Asing tinggal
terbatas;

36.Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnymglist BMPS adalah buku yang
digunakan untuk mencatat perubahan setiap perigtievding dan peristiwa kependudukan
yang menyangkut jumlah dan status anggota keluasgmai dengan nomor urut KK di
Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggalentara dan Orang Asing Tinggal
Terbatas;

37.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yangugeknya disingkat SIAK adalah Sistem
Informasi Nasional yang memanfaatkan Tehnologi rmisi dan Komunikasi untuk
memfasilitasi pengelolaan Informasi Administrasipgedudukan di setiap tingkatan Wilayah

Administrasi Pemerintahan.

BAB |1
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 2
(1) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencsigitaneliputi :
a. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencata@rnstiva kependudukan dan
pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
b. Pencatatan Peristiwa penting ;
c. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran pendudukpuotedi
c.l. Biodata penduduk ;
c.2. Kartu Keluarga (KK);



(@)

(1)

(@)

(1)

(2)

(1)

c.3. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c.4. Surat Keterangan Kependudukan ;
d. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi
d.1. Akta Kelahiran ;
d.2. Akta Kematian ;
d.3. Akta Perkawinan ;
d.4. Akta Perceraian ;
d.5. Akta Pengakuan Anak ;
e. Perubahan Akta Catatan Sipil Kerena terjadinyaspes penting, meliputi :
e.l. Pengangkatan Anak ;
e.2. Pengesahan Anak ;
e.3. Perubahan Nama;
e.4. Perubahan kewarganegaraan; dan
e.5. Peristiwa penting lainnya ;
Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencaipifisebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang mengepmndaftaran penduduk dan pencatatan

sipil di Daerah.

BAB |11
REGISTRAR DAN PEJABAT PENCATAT SIPIL
Pasal 3
Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi &vahggara Indonesia di Kelurahan
dilaksanakan oleh Registrar ;
Registrar sebagaimana dimaksud pada ayat ghgkiat oleh Kepala Daerah dari Pegawai

Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 4
Pejabat Pencatat Sipil dijabat oleh Pegawai Ne§giil dari Unit Kerja yang mengelola
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Dgerah
Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud padd13ydiangkat oleh Kepala Daerah dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan asagan Kepala Unit Kerja yang

mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatardsipderah.

Pasal 5
Pejabat Pencatat Sipil menerima, memverifikasi m@mvalidasi kebenaran data, mencatat
data, menandatangani register dan kutipan akta seimbuat catatan pinggir pada akta-akta

catatan sipil ;



(2) Dalam hal Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dudaada ayat (1) berhalangan, Kepala
Daerah dapat menunjuk Pejabat lain dari Unit Kggag mengelola pendaftaran penduduk

dan pencatatan sipil.

Pasal 6
Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemti@nhBegistrar, Pejabat Pencatat Sipil dan

Pembantu Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut derRgraturan Kepala Daerah.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Pertama
Pencatatan Biodata, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
Paragraf 1
Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk
Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, pemerbitan pemutakhiran Biodata
Penduduk ;
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (lyukhlaloleh petugas dengan memeriksa
status dan kebenaran identitas yang dimiliki pen&ud

Pasal 8
(1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi atau anak diwakili oleh orang
tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengarapetiey yang ditentukan ;
(2) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bemig yang mengalami hambatan

mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh oraag iengan membuat Surat kuasa.

Pasal 9
Pemutakhiran biodata Penduduk sebagaimana dimgkasdd Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh
petugas unit kerja yang mengelola pendaftaran mhriiddan pencatatan sipil berdasarkan laporan

penduduk yang dituangkan dalam surat Pernyataar&®an Data Kependudukan.

Pasal 10
Perubahan biodata Warga Negara Indonesia, OranggABnggal Terbatas dan Orang Asing
Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karermgatbnya Peristiva Penting, setelah kembali ke
Indonesia dicatat oleh unit kerja yang mengeloladpéaran penduduk dan pencatatan sipil di
Daerah berdasarkan laporan penduduk paling lanaga0Opuluh) hari kerja sejak kedatangan.



(1)

(2)

®3)

(1)

(2)

@)

(4)

(5)

(1)

()
®3)

(4)
(5)

Paragraf 2
Nomor Induk Kependudukan
Pasal 11
NIK diberikan oleh Pemerintah setelah biodata pdn#dudirekam dalam bank data
kependudukan nasional menggunakan Sistem Inforthsinistrasi Kependudukan ;
NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setuidup, terdiri atas 16 (enam belas)
digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tahtzdar dan nomor seri penduduk ;
NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicanturdléam setiap dokumen kependudukan
dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam petapabék.

Paragraf 3
Kartu Keluarga
Pasal 12
KK diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan ditamigdai oleh pejabat yang ditunjuk/diberi
kewenangan oleh Kepala Daerah ;
Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (dku#tian berdasarkan permohonan
penduduk WNI atau penduduk orang Asing Tinggal g eta
Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap selagaa dimaksud pada ayat (2) hanya
dapat didaftar dalam satu KK;
KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki moyamg terdiri atas 16 (enam belas)
digit didasarkan pada kombinasi variabel kode valgytanggal pencatatan dan nomor seri
KK ;
Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaeridleh Pemerintah setelah biodata
Kepala Keluarga direkam dalam bank data kependuduesional menggunakan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan.

Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 13
KTP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan ditaartigdini oleh pejabat yang ditunjuk/diberi
kewenangan oleh Kepala Daerah ;
KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagaa aexgenal dalam pelayanan publik ;
KTP diberikan kepada penduduk WNI dan orang asimggal tetap yang telah berusia 17
tahun atau sudah kawin atau pernah kawin ;
Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada aysr($a memiliki 1 (satu) KTP ;
Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP olehefiatah Daerah tanpa dipungut biaya.



(1)

(@)

)

(4)

(5)

(6)

(1)

)

Pasal 14
KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selamamaktu 5 (lima) tahun kecuali bila
terjadi perubahan data ;
Dalam hal Pemerintah Daerah menerima laporan peambdata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka kepada penduduk yang bersangkuienbitkan perubahan KTP ;
Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari Nageri dilakukan setelah diterbitkan
Surat Keterangan Datang dari luar Negeri oleh kerfa yang menyediakan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetagslisikan dengan masa berlakunya ijin
tinggal tetap ;
KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam Iputahun ke atas berlaku seumur
hidup ;
KTP seumur hidup harus dilakukan penggantian, éoalenduduk yang bersangkutan pindah
tempat tinggal.

Pasal 15
Dalam KTP dimuat pas photo berwarna penduduk bgkséan, dengan ketentuan :
a. Penduduk yang lahir pada tahun ganijil, latar belgkzas photo berwarna merah ; atau
b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar bejgsas photo berwarna biru ;
Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baruRu x 3 cm dengan ketentuan 70%
(tujuh puluh persen) tampak wajah dapat menggungikaab dan tidak diperbolehkan
menggunakan cadar.

Bagian Kedua
Pendaftar an Perubahan Alamat
Pasal 16

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangwaség menyebabkan perubahan alamat

penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitahg@ean alamat dalam KK dan KTP dengan
memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipnieya.

(1)

Bagian Ketiga
Pendaftaran Per pindahan Penduduk
Dalam Wilayah Indonesia
Paragraf 1
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI
Dalam Wilayah Indonesia
Pasal 17
Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindamglgianduduk WNI dalam wilayah

Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :



(@)

3)

a. Klasifikasi 1 :dalam satu Kelurahan ;

b. Klasifikasi 2 : antar Kelurahan dalam satu keatam ;

c. Klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam Daerah ;

d. Klasifikasi 4 : antar Kabupaten/Kota dalam d2tovinsi ; atau

e. Klasifikasi 5 : antar provinsi dalam Wilayahgeelik Indonesia ;

Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaiman&gsilithpada ayat (1) dilakukan dengan
penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang ;

Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandataygaBurat Keterangan Pindah Datang
oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifkbagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Pelaksanaan pendaftaran Penduduk sebagaimana damdddam Pasal 17 di daerah tujuan pindah

dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling I&hdtiga puluh) hari kerja terhitung sejak
diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di deasal.

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 19
Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi &\Negara Indonesia untuk klasifikasi 1
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) audiibkukan oleh lurah setempat ;
Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksiadayat (1) tidak diberikan kepada
penduduk, diteruskan oleh Lurah ke Tempat Perekddaga Kependudukan (TPDK) ;
Surat Keterangan Pindah Datang bagi Warga Negadmnésia untuk Klasifikasi 2
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) butithndatangani oleh Lurah di daerah
asal dan daerah tujuan ;
Surat Keterangan Pindah Datang bagi Warga Negal@nésia untuk klasifikasi 3 sampai
dengan klasifikasi 5 sebagaimana dimaksud dalaral H&sayat (1) huruf ¢, huruf d dan
huruf e diterbitkan dan ditandatangani di daeradl akeh Kepala Desa/Lurah dan Camat
selanjutnya dilaporkan oleh Penduduk di daerahatujkepada Kepala Desa/Lurah untuk
mendapatkan pengesahan ;
Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksiadayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) digunakan sebagai dasar :
a. Penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuaizm
b. Penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daeraartyj
Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat ¢bf Ay dilakukan sesuai dengan jenis
kepindahan yang meliputi:
a. Hanya kepala keluarga ;
b. Kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;
c. Kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga ; ata
d

. Hanya anggota keluarga.
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Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing
Dalam Wilayah Indonesia
Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindamgigi@nduduk orang asing dalam
wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagaimamakisud dalam Pasal 17 ayat (1) ;
Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaiman&dlichpada ayat (1) dilakukan dengan
penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh kamja yang mengelola pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil di Daerah ;

Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandataygaBurat Keterangan Pindah Datang

sesuai klasifikasi.

Pasal 21
Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaiman&silichdalam Pasal 20 dilakukan oleh
unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk mimcatatan sipil di Daerah sesuai
dengan klasifikasi ;
Pelaksanaan pendaftaran pindah datang pendudulaselama dimaksud pada ayat (1) di
Daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan perdpaling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak ditandatangani Surat Keterangaddbiibatang di Daerah asal.

Pasal 22
Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untugifiksi 1 sampai dengan klasifikasi 3,
dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftapgnduduk dan pencatatan sipil di
tempat asal ;
Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang unadifikiasi 4 dan klasifikasi 5 dilakukan di
Daerah asal, setelah ditandatangani di Daerah dibarikan kepada penduduk untuk
diteruskan ke Daerah tujuan guna mendapatkan paimgesiari unit kerja yang mengelola
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
Surat Keterangan pindah datang sebagaimana dimaksiadayat (1) dan ayat (2) digunakan
sebagai dasar untuk :
a. Penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap di aeasal atau di Daerah tujuan dan
penerbitan perubahan alamat KTP bagi Orang Asimggél tetap di Daerah tujuan ;
b. Perubahan alamat Surat Keterangan Tempat TinggalQrang Asing Tinggal Terbatas
di Daerah tujuan ;
Penerbitan KK sebagaimana di maksud pada ayatuf3if a dilakukan sesuai dengan jenis

kepindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186ayat



Paragraf 3
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara
Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran Warga Alégaonesia yang bermaksud tinggal

sementara diluar domisili atau tempat tinggal tetap
(2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayatilékukan selama 90 (sembilan

puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (sathyn ;
(3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayaidék termasuk Warga Negara

Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinas

Pasal 24
Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal sementardaechpat asal dan menerbitkan Surat

Keterangan Pindah Sementara yang disahkan olehtCama

Pasal 25
(1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di tempat tugitakukan oleh Lurah paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Suraté@ngan Pindah Sementara dari tempat asal ;
(2) Pendaftaran WNI Tinggal sementara sebagaimana dindgbada ayat (1) dilakukan dengan
menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementaralabarkan permohonan tinggal
sementara ;
(3) Surat Keterangan Tinggal sementara sebagaimankslichgpada ayat (2) berlaku selama 1

(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Bagian Keempat
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara
Paragraf 1
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri
Pasal 26
(1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran perpingarauduk WNI ke Luar Negeri ;
(2) Perpindahan penduduk ke Luar Negeri sebagaimanakdud pada ayat (1) dengan tujuan
untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-ataut lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 27
Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dichdktam Pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh
Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindahuke Negeri dan disahkan oleh Camat

setempat.



Pasal 28
(1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimarakslud dalam Pasal 27 diberikan oleh
Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada kerja yang mengelola pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil di Daerah sebagar g@merbitan Surat Keterangan Pindah
ke Luar Negeri ;
(2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagairdanaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.

Paragraf 2
Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri
Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedata@dmari Luar Negeri ;

(2) Pendaftaran kedatangan WNI sebagaimana dimakswuadgyad (1) dilakukan oleh unit kerja
yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencasgidrdi Daerah dengan menerbitkan
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ;

(3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagandanaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai dasar :

a. Perubahan atau penerbitan KK ; dan
b. Perubahan atau penerbitan KTP.

Pasal 30
Pendaftaran kedatangan WNI sebagaiamana dimakdaoch d®asal 29 dilakukan oleh unit kerja
yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencasfah di Daerah berdasarkan laporan

penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerfatteng sejak kedatangan di tempat tujuan.

Paragraf 3
Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri
Pasal 31
Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedata®gang Asing dari luar negeri sebagai
berikut :
a. Orang asing yang baru datang dari luar negeri y&lab mendapat ijin tinggal terbatas ;
b. Orang Asing yang telah berada di Indonesia darhtelengubah status menjadi tinggal

terbatas.

Pasal 32
(1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilakukan ahéhkerja yang mengelola pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil di Daerah berdasddq@oran penduduk paling lama 14
(empat balas) hari kerja sejak diterbitkan ljindgal Terbatas ;



(2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaiman&siich@pada ayat (1) dilakukan dengan
penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal Terhatas

(3) Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas sebagaimimmaksud pada ayat (2) diberikan
pada Orang Asing tinggal terbatas, berlaku sampéishmasa berlakunya ljin Tinggal

Terbatas.

Paragraf 4
Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas
Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap
Pasal 33
Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran PendudakgOAsing Tinggal Terbatas yang
mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing Tifiggap.

Pasal 34

(1) Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbat@sg ymengubah status menjadi
Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimanakdindadalam Pasal 33 dilakukan oleh
unit kerja yang mengelola pendaftaran pendudukpggcatatan Sipil di Daerah paling lama
14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkanTjinggal Tetap ;

(2) Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatsg ymengubah status menjadi
Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana kdwaa pada ayat (1) digunakan
sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 5
Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing Keluar Negeri
Pasal 35
Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pendudakgQising Tinggal Terbatas atau Orang

Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri

Pasal 36
(1) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke Negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 dilakukan oleh Unit Kerja yang mégependaftaran penduduk dan
pencatatan sipil di Daerah dengan pengisian forrKigtierangan Pindah ke Luar Negeri ;
(2) Pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh penduduk Orang Asing di Unit Kergng mengelola pendaftaran penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah.
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Bagian Kelima
Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 37
Pemerintah Daerah melakukan pendataan PendudulrR&dministrasi Kependudukan ;
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagairdanaksud pada ayat (1) terdiri
atas :
a. Pengungsi;
b. Penduduk Korban Bencana; dan
c. Anak terlantar ;
Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencaagasmana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat teyadbencana alam maupun akibat kerusuhan
sosial ;
Pendataan anak terlantar sebagaimana dimaksud ¢daatl 37 ayat (2) huruf ¢ dilakukan
secara periodik setiap tahun oleh unit kerja yarengelola pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil di Daerah.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran
Pasal 38
Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiapitegldierdasarkan laporan yang diterima
dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 6Quferpuluh) hari kerja sejak tanggal
kelahiran ;
Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktuaga&imana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setelah :
a. Mendapatkan persetujuan Kepala Daerah bagi Wargardéndonesia; atau
b. Mendapat penetapan Pengadilan bagi Orang Asing ;
Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud padaByedan (2) dilakukan oleh Pejabat
Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran daerditkan Kutipan Akta Kelahiran ;
Kutipan Akta Kelahiran untuk penduduk WNI yang peleannya dilakukan tepat waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kguattituduk WNI tanpa dipungut biaya.

Pasal 39
Dalam hal tersebut peristiwa kelahiran berbeda aengmpat tinggal atau domisili, Pejabat
Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kuotipkta Kelahiran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) bertanggung jamexbberitahukan hal dimaksud kepada



unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk mmcatatan sipil di wilayah tempat
domisili ;

(2) Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan atau anaktigiak diketahui asal usulnya dilakukan
oleh Pejabat Pencatat Sipil di Wilayah tempat diteamnya anak, berdasarkan laporan orang
yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan

Pasal 40
Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asinggdal Terbatas dan Tinggal Tetap yang
dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke IndDaedicatat oleh Unit Kerja yang mengelola
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Ddeedasarkan laporan penduduk paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pekhiran biodata.

Bagian Kedua
Pencatatan L ahir Mati
Pasal 41
(1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh keija yang mengelola pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil di Daerah berdasdeq@oran penduduk paling lama 60
(enam puluh) hari sejak kelahiran;
(2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud ggta(1l) direkam dalam bank data
kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bekéigmran surat keterangan lahir mati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Pasal 42

(1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yanp thlakukan menurut hukum agama
dan kepercayaannya dicatat oleh unit kerja yanggeleta pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil di Daerah tempat peristiwva perkawidilaksanakan paling lama 60 (enam
puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan ;

(2) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukarh aleit kerja yang mengelola
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesdanmn yang berlaku ;

(3) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)atiickth Pejabat Pencatat Sipil pada
Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutiparta®Rerkawinan.

Pasal 43
(1) Pelaporan bagi penduduk yang melaksanakan perkawin&uar Negeri dicatat oleh unit
kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan teaoasipil di Daerah tempat domisili
yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun s@jag bersangkutan kembali di Indonesia ;
(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada(Byairekam dalam bank data

kependudukan nasional dan diterbitkan bukti pe@pgperkawinan luar negeri.
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Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 44
Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putpsagadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap dicatat oleh unit kesjagymengelola pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil di Daerah ;
Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada(lgydicatat dalam register akta

perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Pasal 45

Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pmgddaporkan oleh yang bersangkutan atau

kuasanya kepada unit kerja yang mengelola pendafiaenduduk dan pencatatan sipil di Daerah

tempat peristiwa perceraian dilaksanakan palingala®® (enam puluh) hari kerja setelah

mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempkekaatan hukum tetap.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 46
Terhadap peristiwa perceraian sebagaimana dimalaadh Pasal 45, Pejabat Pencatat Sipil
mencatat pada Register Akta Perceraian, membegk#atan pinggir pada Register Akta
Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan danemetkan Kutipan Akta Perceraian ;
Dalam hal tempat peristiwva perceraian berbeda dengapat pencatatan peristiwva
perkawinan, unit kerja yang mencatat peristiwva g@@ian dan menerbitkan kutipan akta
perceraian memberitahukan terjadinya peristiwagraran kepada unit kerja yang mencatat

peristiwa perkawinan.

Bagian Keenam
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pasal 47

Pengangkatan anak yang telah mendapat penetapsapwiRengadilan dicatat oleh unit kerja
yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencasgidrdi Daerah berdasarkan laporan
penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjaakegiterimanya salinan penetapan
pengadilan ;

Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayhtdtht oleh Pejabat Pencatat Sipil
pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran dalam udenatatan pinggir.



Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 48

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan sah dicalah Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta

Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakfinak paling lama 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak tanggal surat pengakuan anak diseatlghiibu kandung dari anak yang bersangkutan.
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(2)
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(4)
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(2)

(1)
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Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 49
Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam PadapdB8disahkan pada saat pencatatan
perkawinan orang tuanya ;
Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayditqtBt oleh Pejabat Pencatat Sipil
dalam register Akta Perkawinan orang tuanya dara fdgister Akta Kelahiran dalam
bentuk Catatan Pinggir paling lama 30 (tiga pulb&i)i kerja sejak ayah dan ibu dari anak
yang bersangkutan melakukan perkawinan ;
Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayipéit) pula dilakukan tanpa melalui
pengakuan anak ;
Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayadilé&ukan bersamaan dengan

pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimanksdidnpgada ayat (2).

Bagian Kesembilan
Pencatatan Kematian
Pasal 50
Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap leen@dgngan jangka waktu selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggalatian ;
Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu geefo@na dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan setelah mendapat ijin atasan PejanatRat Sipil.

Pasal 51
Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud dalarh3@aagat (2) dilakukan oleh Pejabat
Pencatat Sipil pada Register Akta Kematian dangalgatatan pinggir dalam Register Akta
Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipkta Kematian ;
Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dedgamsili, unit kerja yang menerbitkan
register dan kutipan akta kematian sebagaimanakdimdapada ayat (1) memberitahukan
kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran perndudn pencatatan sipil di wilayah

tempat domisili.
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Pasal 52
Kematian Warga Negara Indonesia di luar negeritdicaleh unit kerja yang mengelola
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daeeatiasarkan laporan keluarga paling
lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak keluarga ymergangkutan kembali ke Indonesia ;
Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkaam bank data kependudukan
nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kemaduar negeri.

Pasal 53

Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Tidak teabati luar negeri dicatat oleh unit kerja
yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencasipgindi kabupaten / kota tempat
domisili yang bersangkutan berdasarkan laporanakgtupaling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sejak kedatangan ;

Pencatatan kematian sebagaimana dimakasud pada(Byatirekam dalam bank data
kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bekéigomran kematian luar negeri ;
Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pad@ayatnggunakan formulir pelaporan

kematian orang asing, dengan kode F-2.20.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 54
Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk memcatatan sipil di Daerah mencatat
perubahan nama kecil yang telah mendapatkan pametagngadilan paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan peretgpengadilan ;
Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk memcatatan sipil di Daerah mencatat
perubahan nama keluarga yang telah mendapatkartuéayppuMenteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja kajderimanya Salinan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayatgtbt @leh Pejabat Pencatat Sipil pada

akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggi

Bagian Kesebelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 55
Unit kerja yang mengelola pendaftaran dan pencatsigail di kabupaten / kota mencatat
peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkare{agan pengadilan paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan peretgpengadilan ;
Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pgda(1) dicatat oleh Pejabat Pencatat

Sipil pada Register dan Kutipan Akta — akta Cat&gil dalam bentuk catatan pinggir ;



(3) Pencatatan Peristiowa penting lainnya sebagaimanakdud pada ayat (2) menggunakan
Formulir pelaporan peristiwa penting lainnya, dengade F-2.22.

Bagian Keduabelas
Pembatalan Akta
Pasal 56

(1) Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkangaut Pengadilan ;

(2) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk p@ncatatan sipil di Daerah wajib
mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkasgoupengadilan paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putysamgadilan ;

(3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayhatdigt dalam register akta ;

(4) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayatdif@kam dalam bank data

kependudukan nasional.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan K ewar ganegar aan
Pasal 57

(1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk mmcatatan sipil di Daerah mencatat
perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah petkda penetapan/pengesahan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaknggama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak penetapan/pengesahan ;

(2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksudagatigl) dicatat oleh Pejabat
Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalkantuk catatan pinggir;

(3) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima damvagilan Republik Indonesia
berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat olghb&ePencatat Sipil pada akta-akta
catatan sipil ;

(4) Pemerintah Daerah mencabut dokumen KTP dan KK Reikdyang merubah status

kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negarg@Asin

BAB VI
BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pengadaan
Pasal 58
(1) Pengadaan blanko dokumen penduduk dilakukan oleteffgah Daerah dengan memilih
perusahaan percetakan dan atau distributor yaaly teémpunyai kualifikasi ijin percetakan

dokumen sekuriti sesuai dengan peraturan perundaggnrgan yang berlaku ;



(2) Pemerintah Daerah dalam pengadaan blanko dokunnelughek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mendapatkan nomor registrasi blaakoDepartemen Dalam Negeri sebelum

melakukan pengadaan.

Bagian Kedua
Pengisian Data
Pasal 59
Pengisian elemen data pada blanko KK, KTP, Surderdegan Tinggal Sementara dan Surat
Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta seuidpKn Akta Catatan Sipil dilakukan dengan

sistem manual atau menggunakan perangkat lunansisformasi Administrasi Kependudukan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 60
(1) Pemerintah Daerah melakukan penatausahaan peadaftanduduk dan pencatatan sipil di
Daerah ;
(2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencadfataelsagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh unit kerja yang mengelola petatah penduduk dan pencatatan sipil di

Daerah.

Pasal 61
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dokumeRiegister Akta Catatan Sipil dan
berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta &atipil di Daerah ;
(2) Pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan &giiputi perekaman, penyimpanan,
pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta CaSiyéln
(3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku seléan@anya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VIlII
PENDANAAN
Pasal 62
Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaradafiaean penduduk dan pencatatan sipil

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjalDae



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63
KK, KTP, Akta Catatan Sipil dan semua surat ketgeen kependudukan yang telah ada tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PanaDaerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daergls@panjang mengenai teknis pelaksanaannya

akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 65
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintalpieaagundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kdialfggo.
DisahkdnProbolinggo
padaggal 10 Nopember 2006
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,

Diundangkan di Probolinggo H.M. BUCHORI

pada tanggal 10 Nopember 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006 NOMOR P

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUNARMI, SH, MH.
Pembina TK. |
NIP. 510 087 583




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATANSIPIL

. PENJELASAN UMUM :

Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang N@&aofahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah demgtmg-undang Nomor 8 Tahun 2005
dan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 88 Ta00#h tentang Pengelolaan Informasi
Kependudukan, maka perlu untuk menyusun pedomaanigrpenyelenggaraan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil dalam kerangka Sisteormasi Administrasi Kependudukan
yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publiidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil.

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatptbdengan pengelolaan sistem
informasi administrasi kependudukan dan pencatafjgih akan diperoleh data base dengan
memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ddarlsecara permanen dan diberikan
sekali kepada seseorang yang telah terdaftar sgbag@duduk di Kota Probolinggo.

Dalam rangka pemantauan keserasian, keselarasakedaimbangan antara kualitas,
kwantitas dan mobilitas penduduk di Kota Probolmggerlu mengatur penyelenggaraan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalatn S@maturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 . Cukup jelas
Pasal 2 . Cukup jelas
Pasal 3 . Cukup jelas
Pasal 4 . Cukup jelas
Pasal 5 . Cukup jelas
Pasal 6 . Cukup jelas
Pasal 7 ayat (1) . Cukup jelas
ayat (2) . Yang dimaksud dengan Petagidah Pegawai yang

bertugas melaksanakan penerbitan dan pemutahiran
biodata penduduk tingkat Kelurahan, Kecamatan dan
Tingkat Daerah.

Pasal 8 . Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas



Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 41
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 45
Pasal 46
Pasal 47

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas



Pasal 48
Pasal 49
Pasal 50
Pasal 51
Pasal 52
Pasal 53
Pasal 54
Pasal 55
Pasal 56
Pasal 57
Pasal 58
Pasal 59
Pasal 60
Pasal 61
Pasal 62
Pasal 63
Pasal 64
Pasal 65

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
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Cukup jelas
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Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
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